LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERHUTANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP ....ccocoiiiiin.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama .......................

Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERHUTANAN
TAHUN PAJAK ......

' 1. JENIS TRANSAKSI D‘éf Perekaman Data Baru [ ] c. Penghapusan Data

D b. Pemutakhiran Data D d. Perekaman Data Untuk Penerbitan SKP

2. JENIS HUTAN [ ]a Hutan Tanaman
D b. Hutan Alam |

Prov. Kab/Kota Kec. Kel/Desa Blok

4. NOP ASAL

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

5. NAMA JALAN 6. BLOK/KAV/NOMOR
HIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE R EEENEEEEEEEE
7. KELURAHAN/DESA 8. RW 9.RT
HEEEEEEEEEEEENEEENNEEENEE L] [T
10. KECAMATAN
HEEEEEEEEEEEEENEEREEEEEEN
11. KABUPATEN/KOTA 12. KODE POS
HEEEEREEEEREEENEERNREEEEN (TTTT]
13. JENIS Da.Badan Bentuk Badan Hukum | | I | | ! I—[ TIIII

[]b. Orang Pribadi Gelar LTI
14. STATUS D a. Pemilik |:| b. Penyewa D c. Pengelola |:| d. Pemakai [:] e. Sengketa
15. NAMA 16. NPWP
HESEEEEEENEEEEEEENEEEEEENEEEEE (OO T OO e
17. NOMOR TELEPON
HEEEEEENEEEEEEEEENEEENEEENEEER
18. TIPE LOKASI 19. NAMA LOKASI
CLITTITIITTT] HEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEENEEEENEREEE
20. TIPE JALAN 21. NAMA JALAN
[(I1] HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
22. TIPE NOMOR 23. NOMOR
(LT LLITTIITT]
24. KELURAHAN/DESA 25.RW  26. RT
HEEEEEEEEEEEEEREEEREEENEER (1] Ll
27. KECAMATAN
HEENEEEEEEENERNEEEREEREEN
28. KABUPATEN/KOTA 29. KODE POS
IEEEEERENEENENEENEEREEEER (TITT]

Dilanjutkan di halaman berikutnya



D. JUMLAH LAMPIRAN

30. JUMLAH LAMPIRAN [TT1]

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya
adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya,
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

31. 7anGeALBULANTAHUN [ [ /T TI/TTTT]

32. TANDA TANGAN

33. NAMA LENGKAP

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

- Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN Contoh Penggambaran Denah

e Gambarkan Denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang
dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan
lingkungan dan lain- lain, yang mudah diketahui oleh umum.

o  Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan,
Timur, dan Barat

Jalan Desa Mamuju

Hutan AAA

Hutan
XXX

Jalan Kecamatan Majene

Hutan 277



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERHUTANAN

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian ‘angka’dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak

paling kanan.

4. Bagian yang diarsir diisi oleh petugas.

No. Formulir

KANTOR WILAYAH DJP
Kantor Pelayanan Pajak Pratama :
TAHUN PAJAK

1. JENIS TRANSAKSI

2. JENIS HUTAN

3. NOP

Empat digit pertama diisi dengan tahun pajak, empat digit
kedua diisi dengan nomor bundel dan tiga digit terakhir diisi
dengan nomor urut.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Diisi sesuai Tahun Pajak.

Beri tanda silang (x) pada kotak yang sesuai dengan jenis
transaksi yang dilakukan.

Beri tanda silang (x) pada kotak yang sesuai dengan jenis
hutan.

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak.

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
5. NAMA JALAN :

6. BLOK/KAV/NOMOR

7.  KELURAHAN/DESA

8. RW

9. RT

10. KECAMATAN

11. KABUPATEN/KOTA

12. KODE POS

C. DATA DAN ALAMAT WAJIB PAJ
13. JENIS :

14. STATUS
15. NAMA
16. NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak asal.

Diisi dengan nama jalan alamat objek pajak. Nomor jalan
ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai
maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari
suku kata yang paling terakhir.

Diisi dengan nomor, blok, kaveling alamat objek pajak.
Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu,
maka digunakan tanda koma(,) jika disebutkan satu
persatu, atau dengan tanda minus(-) jika disebutkan awal
dan akhirnya, tanpa dipisahkan oleh spasi.

Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana objek pajak
berada.

Diisi dengan nomor RW dimana objek pajak berada.
Diisi dengan nomor RT dimana objek pajak berada.
Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada.

Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak
berada.

Diisi dengan nomor kode pos alamat objek pajak.

AK

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya pada saat formulir diisi.

Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar
(untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah
disediakan.

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya pada saat formulir diisi.

Diisi dengan nama lengkap wajib pajak.

Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan
NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka
dicantumkan NPWP Badan.






F. PENDATA&PEJABAT YANG BERWENANG
Cukup jelas.

DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
Digambar oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.



LAMPIRAN IIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN
PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERHUTANAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERHUTANAN (HUTAN TANAMAN)
TAHUN PAJAK ....

1. JENIS TRANSAKS| D a, Pérekzman Data D b, Pemutakhiran Data D c. Penghapusan Data D d. Perekaman Data
:“ . . = ' ' ' Untuk Penerbitan SKP

 PROV KABKOTA KEC  KELUDES BLOK ~ NOURUT KODE  3.JUMLAHLEMBAR | | | |
2.NOP N ER EEE EEE EER ER | 4 LEMBARK [TT1]

A. DATA UMUM

LAMPIRAN I-A

5. 1ZIN PEMANFAATAN HUTAN (*) 7. KONTUR TANAH
a. Nomor HNEEEEEEEERRRERENN [ ]a. Datar [_]b. Bergelombang
Tanggal LLIATIATTT 8. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
Jenislzin .. a. Parit
b. Nomor HEEEEERENREEEREREN []1. Ada [] 2. Tidak ada
Tanggal [ [ [/ [/ []]] b. Listrik
Jenis 1zin  : . |:| 1. PLN D 2. Sendiri
¢. Nomor LTI ¢. Jaringan Telepon
Tanggal [[[/TTI/ITTT1] []1.Ada [ ] 2. Tidak ada
Jenis lzin .. 9. AKSESIBILITAS
d. Nomor HEEEEREENNEEEREEEN a. Kondisi jalan
Tanggal [ /[T I/ [T} [ ]1. sangatBaik [ ] 3. Sedang
Jenis 1zin 1. [ ] 2. Baik [[] 4. Jelek
6. PRODUKTIVITAS RATA-RATA PER TAHUN PER HA b. Jenis Perkerasan Jalan
JENIS HASIL HUTAN PRODUKSI ** []1. Aspal []2 situ [ ] 3.Tanah
a. M Ton
l l l I l LT I [ I [ I I I IM3/T c. Jarak terhadap Pemukiman Dj]km
o [LLTIITIITTT) CLLLTT]wrren 10. JARAK BLOK TEBANGAN DARI:
o [ITITIIIIITT] [IITIIIMon |  a togPonds [Tk
o CLITTTTITITTT] [TTTLTIMMon | b Log Yaras (TTJkm
e [ITTTTITITIT] [IITTT]™rmon | o PabriPengolahan [T T Jkm

B. DATA TANAH HUTAN TANAMAN

11. AREAL PRODUKTIF

JENIS TANAMAN : LUAS (M?)

a L LTI I I LTI TITTIT]

bl L LI LTI I I I IITTTITITT]

SEEEEEREEEEEEEEERREEREEEEE R EEEEERENEEEE

d [T TTTITTITITTITITTIITITITTITIIT] OO IITTITTITT]

JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF (M?) e TTTTTTTTITT1]

(11a+11b+ 11c + 11d)

12. AREAL BELUM PRODUKTIF (M?) [ TTTTITTITI1]
13. AREAL EMPLASEMEN (M?) o TTTTTTTTTTT]
14. AREAL LAINNYA (M?)

a. Log Ponds |l]|lll”||||

b. Log Yards ||||l|ll|][l]

c. Areal tidak produktif [ I I l I I l I l I I l |

JUMLAH LUAS AREAL LAINNYA (M?) ”“)IMI lMID IMI)I [TT11]
15. JUMLAH LUAS YANG DIUSAHAKAN (M?) ol TTTTTTTTTTT]
16. LUAS AREAL SESUAI IZIN YANG DIBERIKAN (M?) {16)1(111+|12[1:|H|14)| [TTT11]

* Isi Sesuai Izin Pemanfaatan Hutan
** Coret yang tidak perlu



